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I. UMUM  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan 

sanksi administratif dan program pembinaan khusus bidang 

pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 353 serta 

pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 383. Kedua materi muatan yang didelegasikan tersebut sangat 

berkaitan, yakni pengaturan mengenai sanksi administratif dan program 

pembinaan khusus bidang pemerintahan tersebut merupakan tindak 

lanjut hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 

sebagai bagian dari Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

Pengaturan mengenai mekanisme pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sanksi yang jelas dan tegas 

kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah dan daerah dimaksudkan 

untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat 

dan tujuan otonomi daerah. 
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Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah terdiri atas pembinaan dan pengawasan umum 

serta pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah karena esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan 

pencerminan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah. Pembinaan 

dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri guna mendukung 

pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah agar dapat berjalan efisien 

dan efektif sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis oleh 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dilakukan dalam 

rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren daerah agar sesuai 

dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat, gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari Presiden. 

Agar proses pembinaan dan pengawasan berjalan secara efektif dan 

efisien diperlukan adanya kejelasan tugas dan sinergi pembinaan dan 

pengawasan melalui mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat dan 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota. Menteri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional senantiasa 

melakukan koordinasi yang bertujuan agar tidak terjadi pembinaan dan 

pengawasan yang melebihi kewenangannya dan tumpang tindih. 

Peraturan Pemerintah ini juga memperjelas mekanisme koordinasi 

antara APIP dengan aparat penegak hukum dalam penanganan 

pengaduan masyarakat. Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini juga 

memperjelas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa 

sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang menerima dan mengelola sumber daya negara.  

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini 

mengatur mengenai Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tata cara Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penghargaan 

dan fasilitasi khusus, pendanaan, dan sanksi administratif termasuk tata 

cara penjatuhan sanksi administratif dan sanksi program pembinaan 
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khusus bidang pemerintahan bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah 

dan daerah yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

   Cukup jelas. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

   Cukup jelas. 

  Huruf e 

   Cukup jelas. 

  Huruf f 

   Cukup jelas. 

  Huruf g 

   Cukup jelas. 

  Huruf h 

   Yang dimaksud dengan “kebijakan daerah” termasuk 

didalamnya pelaksanaan peraturan daerah, peraturan 

kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. 

  Huruf i 

   Cukup jelas. 
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  Huruf j 

   Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Pembinaan teknis yang dilakukan oleh menteri teknis/kepala 

lembaga pemerintah nonkementerian dan gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat, misalnya di bidang pendidikan antara 

lain pelatihan guru, penelitian dan pengembangan kurikulum 

lokal dan konsultasi akreditasi guru. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

  Huruf a 

   Yang dimaksud dengan “belum mampu melakukan 

pembinaan umum dan teknis” dibuktikan dengan surat 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri 

dan/atau berdasarkan telaahan hasil pemantauan 

dan/atau evaluasi dari Kementerian. 

  Huruf b 

   Yang dimaksud dengan “tidak melakukan pembinaan 

umum dan teknis” dibuktikan dengan laporan hasil 

pemantauan dan/atau evaluasi dari Kementerian. 

 Ayat (6) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (7) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (8) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

  Huruf a 

  Cukup jelas. 
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  Huruf b 

   Yang dimaksud dengan “penguatan kapasitas Pemerintahan 

Daerah” adalah termasuk didalamnya dukungan 

pembiayaan dan personil serta pendampingan implementasi 

kebijakan dan program sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

 Ayat (1) 

Cukup jelas  

 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “secara langsung” adalah konsultasi 

dilakukan melalui pertemuan dan tatap muka secara langsung 

dan yang dimaksud dengan “tidak langsung” adalah konsultasi 

dilakukan melalui surat cetak, surat elektronik, dan/atau media 

teleconference tanpa melalui pertemuan dan tatap muka secara 

langsung. 

 Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan “penyelenggara Pemerintahan Daerah” 

termasuk didalamnya penyelenggara pemerintahan desa yaitu 
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